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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap alat bukti
petunjuk Berdasarkan sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum alat
bukti petunjuk terhadap pembuktian oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenis
penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif
berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini
menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan
mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukan berdasarkan. Ketentuan hukum alat bukti petunjuk
diatur dalam pasal Pasal 188 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP,
mempunyai pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Kata
“persesuiaian” dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan utama petunjuk
sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut atau keadaan maka hakim menjadi yakin
akan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk,
berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam
memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan
saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara limitatif dapat dipergunakan
untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk.

Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk.
Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP.. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk
hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat
dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak
pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi,
surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya
keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Penilaian atas kekuatan
pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan
dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Di sini tercermin bahwa pada akhirnya
persoalannya diserahkan pada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan
hakim sebagai alat bukti.
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PENDAHULUAN

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Di
sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan pada hakim. Dengan
demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut
pengamatan oleh hakim (eigen warrneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang,
apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar
pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui umum.

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan
yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman
untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses peradilan
pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah
ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan
dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib
terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang —undang
“tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa
dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan
alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”.
Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan
matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki peran penting terkait, terutama dengan
kemampuan hakim untuk merekontruksi peristiwa atau kejadian masa lalu sebagai suatu
kebenaran. Tujuan pembuktian ialah untuk mencari suatu kebenaran secara materiil atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya.

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum
cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan
kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian
dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk
hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat
dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak
pidana untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan
keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pada umumnya keterangan saksi kurang
menguatkan dapat dipidananya seseorang.

PEMBAHASAN

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana
sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan.Ketika pejabat
penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan
maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan
pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam
kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulakan bukti-bukti untuk membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan
seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat



pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.Jadi, meskipun kegiatan upaya
pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan
perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu
sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dart hukum acara pidana yang mengatur macam-
macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-
syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,
menolak dan menilai suatu pembuktian.

KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang
sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

1. keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
petunjuk; dan
keterangan terdakwa.
Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP
membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk
hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah
yang secara limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk.
Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti
petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan
dapat dicari dan diwujudkan.

Alat bukti petunjuk yang diperlukan dalam proses peradilan pidana di atas, dan sisi
penggunaan teori negara hukum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu memerlukan kajian analisis teori terutama
yang digunakan dalam landasan teori. Teori negara hukum John Locke, mengatakan
bahwa: “setiap negara itu pada awalnya terbentuk sebagai hasil perjanjian asali yang
diadakan oleh beberapa orang yang setara.

AR L

KESIMPULAN

Hukum pembuktian merupakan sebagian dart hukum acara pidana yang mengatur
macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian,
syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. KUHAP hanya memuat peran
pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut
hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana,
pembuktian dalam hal ini alat bukti petunjuk merupakan inti persidangan perkara pidana



karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi
tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah
yang bersalah melakukannya.Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat
oleh cara-cara/ ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-
undang. Alat bukti petunjuk Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.
Membahas alat bukti petnjuk dalam KUHAP dengan cara membandingkan ketentuan-
ketentuan yang pernah diatur di dalam HIR, terutama mengenai pasal-pasal pembuktian.
Ketentuan hukum alat bukti petunjuk diatur dalam pasal Pasal 188 KUHAP.
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